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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ACHMAD NURYANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 476018
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA

CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 314.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

2. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. MOTOR, HONDA CB150X Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

4. MOTOR, HONDA MEGAPRO 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

5. MOBIL, SUZUKI SX4 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

6. MOBIL, SUZUKI KARIMUN ESTILO Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 72.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -=s=

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.528.353

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.355.028.353

. HUTANG Rp. 77.568.255

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.277.460.098
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIT KERJA
DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ADET CHANDRA PURNAMA
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 476170
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 314 m2/210 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

2.  MOBIL, CHEVROLET SPIN LTZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 134.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ==--
Sub Total Rp. 1.253.500.000
. HUTANG Rp. ===
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.253.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD SAEFULLOH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 162841
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/105 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/89 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.000.000.000
3. Tanah Seluas 1680 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 3.360.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

70.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 151.984.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 182.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 11.264.484.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 11.264.484.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHANIFAH LISTYARINI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 162843
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000

2. Tanah Seluas 535 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.500.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI ATOZ MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000

3. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 173.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 334.514.539
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.720.514.539
lll. HUTANG Rp. 150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.570.514.539
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : STAF AHLI
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ERLI SUPARLI ADIWIKARTA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3. NHK : 174601
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/92 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 533 m2/233 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/88 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.500.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 2.500.000

3. MOBIL, HONDA JAZZ /RS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

4. MOTOR, YAMAHA X MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

5. MOTOR, KTM ADVENTURE 390 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.150.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 56.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.699.568.759
F. HARTA LAINNYA Rp. -
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Sub Total Rp. 5.203.218.759
I1l. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.203.218.759
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI
1. Nama : GUNTUR PRIYAMBADA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 814870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 164.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 88.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL
SENDIRI Rp. 19.200.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, SUZUKI WAGON R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
64.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOTOR, PIAGIO VESPA SPESIAL Tahun 1986, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

771.200.000

76.000.000

169.601.134

1.016.801.134

1.016.801.134

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : H GANIS KOMARIANTO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK 794659
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN
Rp. 1.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/100 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 697.500.000

1. MOBIL, FORD EVEREST Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

2. MOTOR, PIAGGIO VESPA S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

3. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 E Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 260.000.000

4. MOTOR, YAMAHA B6H-F A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

5. MOTOR, YAMAHA BG6 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000

6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
142.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.175.834

F. HARTA LAINNYA Rp. -—r

Sub Total Rp. 3.211.675.834

. HUTANG Rp. 358.845.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.852.830.834
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARJONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK . 245275
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/210 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 3458 m2/21.52 m2 di KAB / KOTA
SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 291.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
223.000.000

3. MOTOR, BENELLI BS-200RT M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

4. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.542.500
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.279.701.896
F. HARTA LAINNYA Rp. 35.000.000
Sub Total Rp. 2.845.244.396
. HUTANG Rp. ===
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.845.244.396
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HELLA HAERANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 265612
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 581.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000

2.  MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000

4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 73.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.154.000.000
lll. HUTANG Rp. 131.074.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.022.926.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENDRA GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK . 478475
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

2. Tanah Seluas 808 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 306.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

3. MOTOR, HONDA GENIO SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000

4.  MOBIL, SUZUKI X OVER MOBIL SX OVER Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.201.500

F. HARTA LAINNYA Rp. 37.000.000

Sub Total Rp. 2.118.701.500

. HUTANG Rp. 666.999.036

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.451.702.464
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama . HERRY ZAINY Z.
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 636445
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.220.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.220.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

2. MOTOR, YAMAHA B5D Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

13.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.610.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ==z=
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 287.400.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -=as
Sub Total Rp. 1.581.510.000
. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.581.510.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama . IPUNG MUSTOPA
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 814851
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/240 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/76 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 408.000.000
1. MOBIL, HONDA HR/V RU 1 1.5 S MT CKD Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 230.000.000
2.  MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA 1.2 E MT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 178.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 400.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 4.508.000.000

. HUTANG Rp. 228.160.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.279.840.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIT KERJA
DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LILIK SETYANINGSIH
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK . 814874
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/178 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 15 S CVT Tahun 2019, HADIAH Rp.
175.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HADIAH Rp. 13.000.000

3.  MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2013, HADIAH Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 816.956.098

F. HARTA LAINNYA Rp. -=em

Sub Total Rp. 3.879.156.098

. HUTANG Rp. 500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.379.156.098
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI
1. Nama . MARIA FITRIANA
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 162848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

Tanah Seluas 3133 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000

Tanah Seluas 2366 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/166 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/95 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

Rp. 7.415.000.000

Rp. 406.000.000
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2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 11.000.000

3. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA JEEP Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

5.  MOBIL, GRANDMAX MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 242.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 250.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 8.313.000.000
. HUTANG Rp. 90.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.223.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MEITY MUSTIKA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 417800
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.297.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/52 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.620.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 515 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, WARISAN Rp. 677.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOBIL, DATSUN GO PANCA MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

3. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 285.938.316

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.885.938.316

. HUTANG Rp. 71.032.565

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.814.905.751
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOCHAMAD RONNY
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 135892
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/130 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

2. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 214.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000

2. MOBIL, TOYOTA SIENTA CO01 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

4. MOTOR, BENELLI SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.282.039

F. HARTA LAINNYA Rp. mem

Sub Total Rp. 2.247.682.039

. HUTANG Rp. 701.715.360

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.545.966.679
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : RSUD CIBABAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUKWANTO GAMALYONO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 821719
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

1. Tanah dan Bangunan Seluas 31.41 m2/31.41 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 794 m2/1000 m2 di KAB / KOTA
KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 7.940.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

5. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, PROTON GEN2 1.6L AT/ MINIBUS Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G AT/JEEP Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

3. MOTOR, HONDA N 110 D/SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

14.610.000.000

245.000.000

1.438.110.830
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 16.293.110.830

1. HUTANG Rp. 2.840.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.453.110.830
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : STAF AHLI
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TEDI SETIADI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 90568
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.311.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , WARISAN Rp. 111.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.500.000

1. MOBIL, HYUNDAI SANTAFE SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 10.500.000

3.  MOBIL, HYUDAI GRAND AVEGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 227.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.899.000.000

lll. HUTANG Rp. 118.570.553

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.780.429.447
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TOTONG SOLEHUDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK 1 64277
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.105.508

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.262.605.508

. HUTANG Rp. 629.179.929

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 633.425.579
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YANUAR TAUFIK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 716551
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.535.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

3. Tanah Seluas 800 m2 di KAB /| KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000

4. Tanah Seluas 650 m2 di KAB /| KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 445.000.000

1. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

2.  MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

4. MOTOR, HONDA SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-
D. SURAT BERHARGA Rp. gy,
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 107.612.513
F. HARTA LAINNYA Rp. .1

Sub Total Rp. 2.087.612.513
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1. HUTANG Rp. 7.672.883
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.079.939.630
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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